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Pengantar 

Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan 

bahwa Pendidik adalah tenaga profesional. Selain itu, pendidik harus 

memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan kewenangan 

mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional.  

Pasal 28 (2) PP  No. 19 Tahun 2005, menjelaskan bahwa kualifikasi 

akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan 

minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan 

ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.  

Undang-undang Guru dan Dosen pasal 11 (1) mengamanatkan 

bahwa sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan 

kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Ayat (2), menyatakan bahwa 

sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki 

program pengadaan tenaga kependidikan yang terakriditasi dan ditetapkan 

oleh Pemerintah.  

Memperhatikan aturan perundang-undangan di atas, sertifikasi 

merupakan upaya yang direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis 

untuk meningkatkan profesionalisme guru dan sekaligus kesejahteraan guru. 

Namun demikian, perlu diingat bahwa kesejahteraan guru memang perlu 

diperhatikan tetapi ia merupakan dampak dari peningkatan kualitas guru. 

Dengan demikian, sertifikasi merupakan  langkah penting dalam dunia 

pendidikan sebagai pelaksanaan Undang-undang Guru dan Dosen. 
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Sehubungan dengan hal itu, sertifikasi guru dan profesionalisme guru 

sebagai dampak dari sertifikasi akan didiskusikan dalam makalah singkat ini. 

Dengan mengiktui diskusi ini, peserta diharapkan dapat memiliki gambaran 

yang memadai tentang sertifikasi dan profesionalisme guru sebagai dampak 

dari upaya tersebut.  

 

Sertifikasi Guru 

Sebagai amanat dari peraturan yang telah diundangkan dan sebagai 

pelaksanaan upaya untuk melindungi profesi guru, meningkatkan kualitas 

profesionalisme guru, dan meningkatkan kesejahteraan guru, pemerintah 

berketetapan untuk melaksanakan sertifikasi bagi guru.  

Menurut Permendiknas nomor 18 tahun 2007, sertifikasi guru adalah 

adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Sertifikasi guru terdiri 

dari  dua jenis sertifikasi, yaitu (1) Sertifikasi bagi guru prajabatan 

(mahasiswa calon guru yang sedang mengikuti pendidikan di perguruan 

tinggi) dilakukan melalui pendidikan profesi di LPTK yang terakreditasi dan 

ditetapkan pemerintah diakhiri dengan uji kompetensi, dan (2) sertifikasi guru 

dalam jabatan (guru yang telah bekerja baik PNS maupun nonPNS) 

dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidkan Nasional Nomor 18 

Tahun 2007, yakni dilakukan dalam bentuk (a) uji kompetensi untuk 

memperoleh sertifikat pendidik (dalam bentuk penilaian portofolio), dan (b) 

pemberian sertifikat pendidik secara langsung. 

Selanjutnya, Undang-undang Guru dan Dosen mengamanatkan 

bahwa (1) sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan 

kepada guru yang telah memenuhi persyaratan, (2) sertifikasi pendidik 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan 

tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah, dan 

guru adalah pendidik profesional. Untuk itu, ia dipersyaratkan (a) memiliki 

kualifikasi akademik minimal S1/D4 yang relevan atau yang belum 

memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV apabila sudah: mencapai usia 

50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru; atau 

mempunyai golongan IV/a, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif 
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setara dengan golongan IV/a, dan (b) menguasai kompetensi sebagai agen 

pembelajaran. Kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, 

kompetensi pedagogik, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. 

Penguasaan komptensi yang dipersyaratkan dibuktikan dengan sertifikat 

pendidik. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang lulus sertifikasi guru. 

Sertifikasi Guru dilaksanakan oleh pemerintah dengan memperhatikan 

dan mengamalkan prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) dilaksanakan secara 

obyektif, transparan, dan akuntable, (2) berujung pada peningkatan mutu 

pendidikan nasional melalui peningkatan mutu dan kesejahteraan guru, (3) 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, (4) 

dilaksanakan secara terencana dan sistematis, dan (5) jumlah peserta 

sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah. 

Sertifikasi guru yang telah dan akan dilaksanakan oleh pemerintah 

bekerjasama dengan perguruan tinggi bertujuan untuk: (1) menentukan 

kelayakan guru dalam  melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional, (2) meningkatkan proses dan mutu 

pendidikan, (3) meningkatkan profesionalisme guru, (4) mempercepat 

terwujudnya tujuan pendidikan nasional, dan (5) meningkatkan 

kesejahteraan guru 

Sedangkan manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari pelaksanaan 

sertifikasi guru adalah (1) melindungi profesi guru dari praktik yang tidak 

kompeten yang dapat merusak citra profesi guru, (2) melindungi masyarakat 

dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak professional, 

dan (3) meningkatkan kesejahteraan guru.  

 

Jenis Sertifikasi Guru 

Seperti diamanatkan oleh Permendiknas nomor 18 tahun 2007, 

sertifikasi guru ada dua macam, yaitu  

1. Sertifikasi bagi guru prajabatan  

Sertifikasi ini dilaksanakan bagi mahasiswa calon guru yang 

sedang mengikuti pendidikan di perguruan tinggi. Sertifikasi guru 

prajabatan (bagi calon guru) merupakan bagaian dari pendidikan profesi. 
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Proses sertifikasi dilakukan melalui pendidikan profesi di LPTK yang 

terakreditasi dan ditetapkan pemerintah. Setelah mengikuti pendidikan 

profesi, calon guru mengikuti uji kompetensi di akhir pendidikannya. 

Pelaksanaan sertifikasi jenis ini masih terus digodog oleh 

pemerintah dan perguruan tinggi yang akan menjadi pelaksananya. 

Berbagai perguruan tinggi sudah mengajukan proposal untuk dapat 

menjadi salah satu penyelenggara sertifikasi guru prajabatan. Sistem 

pendidikan profesi masih terus digodok oleh para ahli, pemerintah, dan 

perguruan tinggi. Paling tidak ada dua jenis pendidikan profesi yang 

diajukan, yaitu (1) model konsekutif; pendidikan profesi dilakukan setelah 

calon guru memperoleh pendidikan sarjana atau diploma IV, dan (2) 

model konkuren: pendidikan profesi dilaksanakan bersamaan dengan 

proses pendidikan sarjana atau diploma IV. 

2. Sertifikasi guru dalam jabatan  

Sertifikasi ini dilaksanakan bagi guru yang telah bekerja baik PNS 

maupun non-PNS.  Pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007. Ada dua jenis 

sertifikasi dalam jabatan, Yaitu penilaian protofolio, dan pemberian 

langsung sertifikat pendidik. 

a.  Penilaian Portofolio 

Penilaian dilakukan dalam bentuk uji kompetensi untuk 

memperoleh sertifikat pendidik (dilakukan dalam bentuk penilaian 

portofolio). Portofolio adalah kumpulan dokumen yang 

menggambarkan  prestasi seseorang. Portofolio guru adalah 

kumpulan dokumen yang menggambarkan pengalaman 

berkarya/prestasi  dalam menjalankan tugas profesi sebagai guru 

dalam interval waktu tertentu. Penilaian Portofolio merupakan proses 

pengakuan atas pengalaman profesional guru melalui penilaian 

kumpulan dokumen. 

Komponen fortofolio terdiri dari (1) kualifikasi akademik, (2) 

Pendidikan dan pelatihan, (3) Pengalaman mengajar, (4) 

Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) Penilaian dari 
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atasan dan pengawas, (6) Prestasi akademik, (7) Karya 

pengembangan profesi, (8) Keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) 

Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, (10) 

Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. 

Menurut Panduan Penyusunan Fortofolio Sertifikasi Guru 

dalam Jabatan (2007) hasil penilaian komponen fortofolio tersebut 

dikelompokkan menjadi 3 unsur, yaitu  

a) unsur kualifikasi dan tugas pokok yang meliputi (1) kualifikasi 

akademik, (2) pengalaman mengajar, dan (3) perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran, 

b)  unsur pengembangan profesi terdiri dari (1) pendidikan dan 

pelatihan, (2) penilaian dari atasan dan pengawas, (3) prestasi 

akademik, dan (4) karya pengembangan profesi, dan 

c)  unsur pendukung profesi, meliputi (1) keikutsertaan dalam forum 

ilmiah, (2) pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial, 

dan (3) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. 

 Pada proses penilaian protofolio terakhir, dokumen portofolio yang 

dikumpulkan mengalami perubahan, yaitu untuk lampiran bukti 

pendidikan dan pelatihan, dan keikutsertaan dalam forum ilmiah harus 

merupakan dokumen asli. 

b. Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung 

Sertifikat pendidik diberikan secara langsung kepada guru yang 

memenuhi persyaratan sebagai berikut.  

a) memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi 

terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang 

relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang 

diampunya, atau guru kelas dan guru bimbingan dan konseling 

atau konselor, atau guru yang diangkat dalam jabatan pengawas 

satuan pendidikan, dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b 

atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan 

golongan IV/b; atau 
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b) sudah mempunyai golongan serendah-rendahnya IV/c, atau yang 

memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c. 

  

Profesionalisme Guru Penjas Orkes 

Menurut Raka Joni (2004) secara sederhana, suatu profesi pada 
dasarnya berpijak pada tiga pilar, yaitu: Pilar pertama adalah kemampuan-
atau katakanlah kompetensi tingkat tinggi yang hanya bisa diraih melalui 
pendidikan yang "serius"-kuat dasar akademiknya, tangguh pengetahuan 
dan keterampilan profesionalnya, serta tinggi keakrabannya dengan situasi 
rujukannya melalui program pengalaman lapangan yang sistematis. Pilar 
kedua, dalam menerapkan layanan ahlinya itu, kaum profesional tersebut 
selalu mengedepankan kemaslahatan kliennya (subyek didik dalam konteks 
keguruan, pasien dalam konteks kedokteran). Tidak pernah terlintas dalam 
pikiran seorang profesional untuk menggunakan keahliannya itu untuk 
memperoleh keuntungan pribadi, apalagi yang dapat berdampak merugikan 
klien. Oleh karena itu, di samping karena sisi teknis pendidikan 
persiapannya, kedua pilar merujuk kepada persyaratan pembentukan 
kepribadian dan watak yang bermuara pada pelaksanaan layanan ahli yang 
selalu dapat diandalkan oleh klien. Dan, pilar ketiga adalah diakui serta 
dihargainya eksistensi layanan yang unik, yang mempersyaratkan keahlian 
khas ini oleh masyarakat pemakai layanan serta oleh pemerintah.  

Journal Education Leadership (dalam P. Ruspendi, 2008) menyatakan 
bahwa ada lima ukuran seorang guru dinyatakan profesional: Pertama, 
memiliki komitmen pada siswa dan proses belajarnya. Kedua, secara 
mendalam menguasai bahan ajar dan cara mengajarkan. Ketiga, 
bertanggung jawab memantau kemampuan belajar siswa melalui berbagai 
teknik evaluasi. Keempat, mampu berpikir sistematis dalam melakukan tugas 
dan kelima, seyogianya menjadi bagian dari masyarakat belajar di 
lingkungan profesinya. Selain kelima aspek itu, guru perlu memiliki sifat dan 
kepribadian yang sangat penting bagi proses pembelajaran, yaitu 
adaptabilitas, entusiasme, kepercayaan diri, ketelitian, empati, dan 
kerjasama yang baik. Guru perlu pula memiliki kemampuan untuk 
memanfaatkan semaksimal mungkin sumber-sumber belajar di luar sekolah, 
merombak struktural hubungan antara guru dan murid, seperti layaknya 
hubungan pertemanan, menggunakan teknologi modern dan menguasai 
iptek, kerja sama dengan teman sejawat antar-sekolah, serta kerja sama 
dengan komunitas lingkungannya.  2001). 

Hasan (2003) menambahkan bahwa profil guru Indonesia yang 
profesional meliputi (1) memiliki kepribadian yang matang dan berkembang; 
(2) penguasaan ilmu yang kuat; (3) keterampilan untuk membangkitkan 
peserta didik kepada sains dan teknologi; dan (4) pengembangan profesi 
secara berkesinambungan. Keempat aspek tersebut merupakan satu 
kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dan ditambah dengan usaha lain 
yang ikut mempengaruhi perkembangan profesi guru yang profesional. 
Anonim (2007) menyatakan bahwa keprofesionalan guru dibentuk oleh 
diperkuat beberapa hal sebagai berikut. Pertama, kemampuan intelektual 
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yang perlu digali dan dipertajam dengan input sains dan teknologi yang 
terkini. Kedua, pengetahuan spesialisasi yang terus dikembangkan sehingga 
menimbulkan kompetensi atau skill yang inovatif. Ketiga, kemampuan 
komunikasi dan mengkomunikasikan ilmu kepada siswa dan lingkungan 
sosial. Ketiga poin di atas mengajak guru tidak hanya merasa puas dengan 
ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui bangku akademiknya saja, tetapi 
lebih jauh diharapkan mampu merencanakan dan mewujudkan strategi-
strategi baru yang cerdas dan dinamis. Idealnya guru profesional harus 
memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, idealisme, komitmen, kualifikasi 
akademik, kompetensi, tanggung jawab dan prestasi kerja. 
Guru harus terus membaca buku-buku pengetahuan terkini, mengikuti 
informasi up to date surat kabar, mampu mengoperasikan komputer dan 
internet dan senantiasa mengikuti pendidikan latihan (diklat) serta melakukan 
penelitian terhadap perkembangan ilmu yang diperoleh. 

NASPE (2007) mensyaratkan bahwa guru penjas yang profesional 
diharapkan memenuhi standar sebagai berikut. 
1. Content Knowledge. Understand physical education content and 

disciplinary concepts related to the development of a physically educated 
person. 

2. Growth and Development. Understand how individuals learn and 
develop, and provide opportunities that support physical, cognitive, social 
and emotional development. 

3. Diverse Learners. Understand how individuals differ in their approaches 
to learning and create appropriate instruction adapted to these 
differences. 

4. Management and Motivation. Use and have an understanding of 
individual and group motivation and behavior to create a safe learning 
environment that encourages positive social interaction, active 
engagement in learning, and self-motivation. 

5. Communication. Use knowledge of effective verbal, nonverbal, and 
media communication techniques to enhance learning and engagement in 
physical education settings. 

6. Planning and Instruction. Understand the importance of planning 
developmentally appropriate instructional units to foster the development 
of a physically educated person. 

7. Student Assessment. Understand and use the varied types of 
assessment and their contribution to overall program and the 
development of the physical, cognitive, social, and emotional domains. 

8. Reflection. Understand the importance of being a reflective practitioner 
and its contribution to overall professional development and actively seek 
opportunities to sustain professional growth. 

9. Technology. Use information technology to enhance learning and 
personal and professional productivity. 

10. Collaboration. Understand the necessity of fostering collaborative 
relationships with colleagues, parents/guardians, and community 
agencies to support the development of a physically educated person.  
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Memperhatikan pendapat para ahli di atas, profesionalisme guru Penjas 

Orkes menyangkut sikap, pengetahuan, kemampuan, dan kewenangan yang 

perlu dimiliki oleh seorang guru Penjas Orkes sehingga ia mampu 

merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses pembelajaran.     

Dampak Sertifikasi terhadap Profesionalisme 

Profesionalisme merupakan atribut yang harus dimiliki oleh guru Penjas 

Orkes, dan pemerolehannya dilakukan melalui proses secara terus menerus. 

Dalam proses ini, pendidikan prajabatan, pendidikan dalam jabatan termasuk 

penataran, pembinaan dari organisasi profesi dan tempat kerja, penghargaan 

masyarakat terhadap profesi keguruan, penegakan kode etik profesi, 

sertifikasi, peningkatan kualitas calon guru, imbalan, dll secara bersama-

sama menentukan pengembangan profesionalisme. Salah satu upaya untuk 

mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme guru Penjas Orkes 

adalah sertifikasi.  

Salah satu upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru adalah 

melalui sertifikasi. Sertifikasi merupakan suatu proses ilmiah yang 

memerlukan pertanggung jawaban moral dan akademis. Dalam sertifikasi, 

peserta melaksanakan suatu uji kelayakan dan kepatutan yang harus 

dijalaninya untuk menembus kriteria-kriteria yang secara ideal telah 

ditetapkan. Sertifikasi bagi para Guru dan Dosen merupakan amanah dari 

UU Sistem Pendidikan Nasional (pasal 42) yang mewajibkan setiap tenaga 

pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan 

jenjang kewenangan mengajar yang dimilikinya. Singkatnya adalah, 

sertifikasi dibutuhkan untuk mempertegas standar kompetensi yang harus 

dimiliki para guru dan dosen sesuai dengan bidang keilmuannya masing-

masing. 

Langkah dan tujuan melakukan sertifikasi guru adalah untuk meningkat 

kualitas guru sesuai dengan kompetensi keguruannya. Dalam UU guru ada 

beberapa hal yang dapat dikelompokan sebagai upaya untuk meningkatkan 

kualitas atau mutu guru antara lain: [1] sertifikasi guru, [2] pembaharuan 

sertifikat, dan [3] beberapa fasilitas untuk memajukan diri.  
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Seperti dikemukakan di atas sertifikasi guru bertujuan untuk 

meningkatkan mutu dan profesionalisme guru dan sekaligus meningkatkan 

kesejahteraan guru.  Hal ini sejalan dengan pendapat Suherman (2007) yang 

menyatakan bahwa amanat undang-undang guru dan dosen pada 

hakikatnya adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru yang 

disertai dengan peningkatan kesejahteraannya. Memperhatikan hakikat 

sertifikasi dan komponen penilaian fortofolio sebagai salah satu bentuk 

proses sertifikasi yang dilakukan bagi guru dalam jabatan, proses sertifikasi 

diharapkan akan berdampak terhadap peningkatan profesionalisme guru 

Penjas Orkes. Guru Penjas Orkes yang lulus uji sertifikasi diharapkan 

memiliki profesionalisme seperti dipersyaratkan oleh NASPE, sehingga ia 

mampu merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses pembelajaran 

Penjas secara memadai. Dari proses pembelajaran yang demikian akan 

dilahirkan siswa yang bugar, sehat, cerdas, dan berbudi pekerti luhur.   

 

Penutup 

Sertifikasi sebagai sebuah upaya pemerintah dan bangsa Indonesia 

untuk meningkatkan kualitas guru di Indonesia patut diapresiasi oleh kita 

semua. Walaupun, mungkin masih terdapat kontroversi yang mengiringi 

pelaksanaannya, tetapi kita semua patut berpengarapan agar tujuan 

sertifikasi dapat tercapai. 

Dengan ketercapaian tujuan sertifikasi, kita berharap agar 

profesionalisme guru dapat meningkat. Dengan peningkatan profesionalisme 

guru maka akan terjadi proses pembelajaran yang berkualitas, sehingga dari 

proses demikian akan dilahirkan siswa-siswa yang memiliki kompetensi 

sesuai tujuan pendidikan nasional. 
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